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Pemilihan Prioritas Pembangunan perkonomian yang berkualitas
didukung beberapa kebijakan dan program prioritas yang mana telah
dipetakan dan dikolaborasikan di beberapa perangkat daerah melalui
pembahasan musrenbang RKPD tahun 2020. Berikut merupakan ilustrasi
dukungan Program-program prioritas terhadap prioritas tersebut.

Tabel 4.16
Kons:sten51 Prmrltas Pemuhhan Perekonomian Yang Berkualltas
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betul tepat sasaran dan tepat guna dengan berbasis web dan data yang valid

dan realible.
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3) Program pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19.
Pemulihan sektor usaha yang terdampak akan dilaksanakan melalui
pemberian pinjaman daerah dengan mekanisme tanpa bunga dan angunan
terutama diperuntukkan bagi sektor usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu sektor yang sangat
terpukul oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian Kabupaten. Hal ini
bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar
dalam perekonomian Daerah. Menurut data Koperasi, Usaha Keci, dan
Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 81,99% dari
jumlah pelaku usaha di Bangka. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah
sebanyak +207 ribu pekerja atau 77% dari daya serap tenaga kerja dunia
usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah
(PDRB) sebesar 60-70% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha
besar.Dari data di atas, Kabupaten Bangka mempunyai potensi basis
ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat

banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku
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usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis
usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro
juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi
domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.
Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu,
beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan
untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas
menjadi usaha menengah. Pemberian Akses modal tanpa agunan dimaksud
dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh
Pemkab Bangka. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan meminimalisir
terjadinya kredit macet (Non Performing Loan) atas pinjaman daerah, baik
aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan dan
efektivitas pengendalian intern maka dalam Kkerjasama tersebut diatur
mengenai prosedur pemberian kredit sampai dengan penagihan pinjaman
akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Bank sedangkan Pemda hanya
memfasilitasi data informasi terkait status perizinan usaha, omzet, produk

dan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan IKM.

4.5 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka memasukkan aspek penting inovasi
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021.
Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek perencanaan dalam arah
pengembangan inovasi di berbagai bidang dalam berbagai program dan
kegiatan yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan
pembangunan di Kabupaten Bangka dan nasional. Komitmen untuk
memperkuat inivosi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten
Bangka tahun 2021 di tetapkan dalam kerangka landasan hukum sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



